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DISAHKAN OLEH
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DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5 Permenkes Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi
" Pemerintahan

6 Permenkes Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing
~ System) Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Kesehatan

7 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan

1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai pengaduan
masyarakat
2. Mampu menggunakan komputer

3. Rajin, cekatan, dan teliti

4. Mampu dalam pemecahan masalah

KETERKAITAN

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. SOP Penataan Surat Masuk
2. SOP Penyelenggaraan Rapat
3. SOP Penataan Arsip

1. Peraturan /Pedoman/Standar dan Penyusunan Kebijakan
2. Komputer dan Alat tulis kantor
3. Jaringan Internet

4. Peraturan dan pedoman tentang penyusunan program di instansi
Pemerintah

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Apabila SOP ini tidak dibuat maka pengaduan dan penanganan Laporan Masyarakat tidak dapat
dilaksanakan

2. Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberi GRATIFIKAS| serta SUAP dalam
bentuk apa pun

3. Petugas melakukan pelayanan sesuai panduan interaksi pelayanan publik untuk mewujudkan
pelayanan prima

4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

1. Semua dokumen harus terdokumentasi dengan baik (hardcopy dan
softcopy)

2. Merupakan turunan pengelolaan komunikasi dan informasi publik dari
proses penyelenggaraan administrasi, manajemen, dan dukungan umum




STANDAR OPERATIONAL PROCEDURE PENGADUAN & PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT
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